
 

 
 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2024 

 

TENTANG  
 

PEDOMAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

PADA PERANGKAT DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Pengguna Anggaran dapat melimpahkan 

sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit 
Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran pada Perangkat 

Daerah;  

 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 

1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia nomor 1091) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 1821);  
   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia nomor 4286); 

   3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia nomor 4355); 

   4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587)  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 6856); 

   5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 6322);  

   6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 6909); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 
9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 

2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Nomor 57);  
 

      

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan       :  PEDOMAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN 

PADA PERANGKAT DAERAH  
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 

2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 

adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 
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5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah 

tersebut. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 

Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 

7. Unit PD adalah bagian PD yang melaksanakan 1 (satu) 

atau beberapa Program. 

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan 

Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD 

yang dipimpinnya. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD. 

10. Surat Perintah Membayar Tambah Uang yang 

selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang 

digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan 
dana atas beban Pengeluaran Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran PD, karena kebutuhan dananya tidak dapat 

menggunakan LS dan UP. 

11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 

disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan 
untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas 

beban pengeluaran DPA PD kepada pihak ketiga. 

12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh 
PA/KPA untuk mengambil Keputusan dan/atau 

melakukan Tindakan yang dapat mengakibatkan 

pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran 

belanja daerah. 

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD 

yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan 

dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya 
 

 

BAB II 

PELIMPAHAN KEWENANGAN 
Pasal 2 

 

(1) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya 

kepada kepala Unit PD selaku KPA. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran atas beban anggaran belanja; 

b. melaksanakan anggaran Unit PD yang dipimpinnya; 
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c. melakukan pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran; 

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama 

dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah 
ditetapkan; 

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang 

menjadi tanggung jawabnya dan 

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 
 

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah 

dipisahkan dari kewenangan SKPKD, PA dapat 
melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah 

kepada KPA. 

 
BAB III 

KRITERIA 

Pasal 4 
 

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan 

pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub 
kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali. 

(2) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub 

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diperuntukan bagi PD yang mengelola anggaran 

kegiatan/sub kegiatan paling sedikit sebesar Rp. 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selain 
Anggaran Gaji dan Tunjangan. 

(3) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
terhadap PD yang membentuk Unit Pelaksana Teknis 

Daerah dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 
BAB IV 

TUGAS DAN KEWENANGAN  KPA 

Pasal 5 
 

(1) KPA melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan 

oleh PA 

(2) KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS. 

(3) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan 

barang dan jasa, KPA bertindak sebagai PPK sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal pada PD terdapat unit organisasi bersifat 

khusus, KPA mempunyai tugas : 

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; 

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; 

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan 
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pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau 
pengeluaran pembiayaan; 

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi 

bersifat khusus yang dipimpinnya; 

e. melakukan pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan 

pihak lain dalam batas anggaran yang telah 

ditetapkan; 

h. menandatangani SPM; 

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi 

tanggung jawab PD yang dipimpinnya; 

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; 

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit 
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; 

l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit PD; 

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi 
bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka 

pengelolaan keuangan daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
Pasal 6 

 

KPA yang merangkap sebagai PPK dapat dibantu oleh 
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang 

tugas PPK atau agen pengadaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 7 

 

(1) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 
kewenangan KPA yang berasal dari pelimpahan PA 

diambil alih oleh PA. 

(2) Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab 

kepada PA. 

 
BAB V 

PENETAPAN 

Pasal 8 
 

(1) Pelimpahan sebagian kewenangan PA kepada KPA 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diusulkan oleh Kepala PD selaku PA. 

(3) Dalam pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disertai dengan DPA PD bersangkutan  
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 

2024. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah. 
        
 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Gunung Sugih 

pada tanggal 19 Januari 2024 
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 

 
 

 

 

 

 

Ttd 
 

 

 
MUSA AHMAD 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Diundangkan di Gunung Sugih 
pada tanggal  19 Januari 2024 

 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, 

 

 

Ttd 
 

 

KUSUMA RIYADI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR  1 


